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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, 

taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku berjudul Ilmu Perundang-

Undangan ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun 

sebagai upaya untuk memberikan pemahaman komprehensif 

mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan ilmu perundang-

undangan, baik dari segi teori, filsafat, sejarah, maupun praktik 

pembentukannya di Indonesia. Dalam era hukum modern yang 

semakin kompleks, kemampuan memahami struktur, asas, serta 

proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat 

penting bagi mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat hukum pada 

umumnya. 

Materi dalam buku ini mencakup ruang lingkup yang luas, mulai 

dari pengertian dasar dan sejarah perkembangan ilmu perundang-

undangan, teori dan asas-asas pembentukan peraturan, hingga 

pembahasan teknis mengenai proses legislasi, kelembagaan, serta 

peran partisipasi publik. Selain itu, buku ini juga membahas 

harmonisasi dan sinkronisasi antarperaturan sebagai bagian dari 

upaya menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem 

peraturan perundang-undangan nasional. 

Buku ini disusun oleh para akademisi dan praktisi hukum yang 

memiliki keahlian di bidangnya, dengan pendekatan multidisipliner 

untuk menjembatani teori dan praktik hukum. Kolaborasi ini 

diharapkan dapat memperkaya pemahaman pembaca dalam melihat 

1

25
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proses pembentukan undang-undang tidak hanya sebagai kegiatan 

politik, tetapi juga sebagai proses ilmiah yang berlandaskan asas, 

metodologi, dan etika hukum. 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh 

kontributor dan pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku 

ini. Semoga buku Ilmu Perundang-Undangan ini dapat menjadi rujukan 

yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi hukum 

dalam memahami dinamika pembentukan peraturan perundang-

undangan di Indonesia, serta turut mendorong terciptanya sistem 

hukum nasional yang adil, konsisten, dan berkeadilan. 
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SINOPSIS 
 
 

Buku Ilmu Perundang-Undangan merupakan karya 

komprehensif yang membahas secara sistematis teori, prinsip, dan 

praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Buku ini menjelaskan mulai dari pengertian dan ruang lingkup ilmu 

perundang-undangan, hubungan dengan disiplin ilmu hukum lainnya, 

hingga pembahasan mendalam tentang teori, asas, dan hierarki 

peraturan. Pembaca juga diajak memahami proses legislasi, peran 

lembaga dan aktor pembentuk undang-undang, serta pentingnya 

partisipasi publik dalam proses legislasi modern. 

Selain aspek teoretis, buku ini menyoroti pula aspek aplikatif 

seperti teknik penyusunan, evaluasi, pengujian, hingga harmonisasi 

dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Dengan penyajian 

yang sistematis dan bahasa yang akademis namun mudah dipahami, 

buku ini diharapkan menjadi referensi penting bagi civitas akademika 

dan praktisi hukum yang ingin mendalami proses pembentukan 

peraturan perundang-undangan yang baik, efektif, dan sesuai dengan 

prinsip negara hukum Indonesia. 
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PROSES LEGISLASI DI 
INDONESIA 
Oleh: Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. 
 
 
7.1. Pendahuluan 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Deklarasi bahwa 

Indonesia negara hukum termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945. Negara hukum 

adalah negara yang mendudukkan hukum dan prinsip peradilan yang 

independen sebagai supremasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 

(Hukum et al., 2023). Negara hukum sering ditafsirkan sebagai negara 

yang menggunakan hukum sebagai dasar dalam setiap proses 

pembangunan negara dan masyarakat yang berlangsung di negara 

tersebut.  

Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai 

dasar dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan dan penataan 

kehidupan bermasyarakatnya. Keberadaan perangkat hukum yang 

kuat menjadi prasyarat dalam pembangunan di negara hukum dalam 

menjalankan pemerintahan yang demokratis (Fadilla & Sahyana, n.d.). 

Keberadaan instrument hukum yang kuat pada negara hukum, salah 

satunya lahir dari proses pembentukan peraturan perundang-

undangan yang merupakan bagian dari proses fundamental dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan perundang-undang bukan 

1

7
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hanya produk politik, melainkan juga instrumen hukum yang 

menentukan arah kebijakan pembangunan sebuah negara serta 

pembangunan kehidupan masyarakatnya.  

Dalam bingkai hukum tata negara di Indonesia, fungsi legislasi 

atau fungsi penyusunan undang-undang ditempatkan sebagai salah 

satu kekuasaan DPR dengan keterlibatan Presiden, sebagaimana 

termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945. Penyusunan peraturan 

perundangan yang kewenangannya diberikan kepada DPR sejatinya 

mengandung semangat demokrasi, dimana arah penentuan kebijakan 

negara harus tetap dilakukan oleh rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi melalui representasi perwakilan rakyat yang ada 

di lembaga DPR (Silalahi, 2023).  Demokrasi dirunut dari kajian bahasa, 

berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan dan kratos, yang 

artinya pemerintahan rakyat. Negara demokrasi sering juga ditafsirkan 

sebagai negara yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat, 

sehingga pemerintah yang dijalankan sejatinya pemerintah yang 

berasal dari kehendak rakyat, pemerintah yang dijalankan oleh 

representasi pilihan rakyat, dan pemerintah yang bekerja sesuai 

dengan kehendak dan kepentingan rakyat (Adlini et al., 2022). 

Penyusunan peraturan perundangan yang baik harus menjamin 

bahwa proses penyusunan dijalankan berdasarkan ketentuan undang-

undang dan berproses sesuai dengan kehendak rakyat. Proses 

penyusunan undang-undang atau legislasi merupakan salah satu pilar 

utama dalam penyelenggaraan negara hukum (rechtsstaat). Di 

Indonesia, proses pembentukan undang-undang telah diatur secara 

jelas dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

beserta perubahannya. Pengaturan proses legislasi dalam ketentuan 

perundangan dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan produk 

perundangan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang 

berlaku dan memastikan bahwa seluruh penyusunan perundangan 

24

27

Page 16 of 39 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3400064587

Page 16 of 39 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3400064587



 

Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. 108 

dilakukan dengan memperhatikan kehendak masyarakat secara 

umum. 

Proses legislasi yang diatur berdasarkan runtutan norma hukum 

yang berlaku, yang diharapkan bisa menjamin proses penyusunan 

perundangan sesuai dengan ketentuan perundangan dan sesuai 

dengan harapan masyarakat, ternyata dalam penerapannya seringkali 

tidak berjalan sesuai dengan keinginan ideal. Praktik penyusunan 

perundangan sering kali menghadapi kendala serius berupa tumpang 

tindih antar peraturan perundangan yang satu dengan yang lain, masih 

banyak ditemui lemahnya kualitas naskah akademik dari peraturan 

perundangan yang dibuat, hingga minimnya partisipasi publik yang 

menimbulkan narasi bahwa peraturan perundangan yang disusun 

adalah kehendak masyarakat menjadi tidak terwujud (Herawan et al., 

2024). 

Menelaah terjadinya bias antara idealita dan realita dalam 

proses penyusunan peraturan perundangan, maka melalui penulisan 

ini mencoba melakukan analisa bagaimana proses legislasi yang ideal 

seharusnya di Indonesia. Penulisan ini berupaya menguraikan secara 

utuh kerangka normatif proses legislasi di Indonesia, menganalisis 

berbagai persoalan yang timbul, serta memberikan tawaran model 

legislasi ideal yang berlandaskan prinsip demokratis, partisipatif, 

transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi komparatif, 

penelitian ini menegaskan bahwa legislasi ideal di Indonesia dapat 

terwujud melalui penguatan perencanaan perundangan berbasis 

kebutuhan masyarakat, peningkatan kualitas kajian akademik dalam 

proses penyusunan perundangan-undangan, dibangunnya 

keterbukaan informasi dan komunikasi publik saat membuat 

perundang-undangan serta evaluasi pasca-legislasi. 
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7.2. Tinjauan Teoretis Dalam Legislasi 

1. Teori Legislasi 

Teori legislasi tumbuh dan berkembang seiring dengan 

penguatan negara hukum modern. John Bentham dan Jeremy Austin 

(dua tokoh popular yang mengembangkan teori ini), menyebutkan 

bahwa legislasi dipahami sebagai perintah dari penguasa yang sah dan 

mengikat (Amalia et al., 2025). Dalam perkembangan kajian dan 

penerapan teori hukum, dalam konteks demokrasi modern, legislasi 

tidak lagi dilihat semata-mata sebagai instrumen kekuasaan, tetapi 

sebagai hasil konsensus politik yang menggambarkan aspirasi dari 

seluruh warga rakyat. 

Dalam perspektif kajian teori hukum murni yang dikembangkan 

oleh Hans Kelsen, norma hukum tertinggi diturunkan secara bertingkat 

dari norma dasar (grundnorm) (Fauzan Putra Rinaldi et al., 2025). 

Legislasi adalah proses penyusunan norma yang memiliki posisi 

strategis karena menentukan validitas norma-norma di bawahnya. 

Kualitas legislasi dengan demikian akan menentukan kualitas 

keseluruhan sistem hukum yang dibangun dan berlaku di sebuah 

negara. 

 

2. Teori Demokrasi Deliberatif 

Jürgen Habermas menjelaskan bahwa teori demokrasi 

deliberatif adalah teori yang menjelaskan tentang diperlukannya 

diskursus publik yang bebas dan rasional pada setiap proses 

pengambilan keputusan politik, termasuk didalamnya dalam proses 

legislasi (Zakiyah et al., 2024). Proses pembentukan undang-undang 

idealnya memberi ruang deliberasi, bukan sekadar voting atau 

kompromi elit. Legislasi yang dibuat tanpa proses deliberasi publik 

akan berisiko kehilangan legitimasi sosial. Prinsip meaningful 

participation merupakan elemen kunci legislasi modern. 
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3. Teori Checks and Balances 

Teori check and balance dalam proses penyusunan undang-

undang yang disampaikan Baron Montesquieu menekankan 

pentingnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk 

mencegah otoritarianisme (Buana, 2022).  Dalam proses legislasi 

Indonesia, mekanisme check and balances tercermin pada 

keterlibatan DPR dan Presiden dalam proses penyusunan undang-

undang sebagai co-legislator. Peran Mahkamah Konstitusi dalam 

melakukan pengujian undang-undang atas undang-undang dasar 

(judicial review) menjadi instrumen koreksi terhadap proses legislasi 

yang cacat, baik secara formil maupun materil. Pelaksanaan 

mekanisme checks and balances agar bisa berjalan optimal, diperlukan 

partisipasi publik yang luas sebagai bentuk social check terhadap 

lembaga negara. 

 

4. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat & Rule of Law) 

Dalam proses pembuatan undang-undang, Konsep rechtsstaat 

(Eropa Kontinental) dan rule of law (Anglo-Saxon) sama-sama 

menekankan pentingnya hukum sebagai pembatas kekuasaan. 

(Wibowo, 1 C.E.)  Dalam konteks legislasi, negara hukum menuntut 

agar pembentukan undang-undang dilakukan (1) Berdasarkan 

prosedur hukum yang sah, (2) Berlandaskan nilai keadilan, (3) 

Menghormati hak asasi manusia, dan (4) Mencapai kepastian hukum. 

Negara Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis 

(democratische rechtsstaat), harus memastikan bahwa legislasi 

menjadi instrumen keadilan sosial, bukan hanya sekadar produk 

formal prosedural. 

 

5. Teori Good Governance  

Penerapan Prinsip good governance yang diadopsi dari kajian 

hukum administrasi publik memiliki relevansi dalam proses legislasi. 

12
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Teori Good Governance memberikan penjabaran bahwa dalam proses 

legislasi juga harus mengedepankan prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan (Setiawan & 

Johanes, 2024). Prinsip-prinsip dalam good governance ini harus 

dipertimbangkan untuk menjadi pedoman dalam proses penyusunan 

produk perundang-undangan. Proses legislasi tidak boleh berhenti 

pada titik proseduralisme, tetapi juga harus dipastikan tercapainya 

kemanfaatan hukum (doelmatigheid). 

 

7.3. Legislasi dalam Perspektif Konstitusi 

Di negara hukum seperti Indonesia, undang-undang memiliki 

posisi strategis sebagai instrumen pengatur sekaligus pengendali 

jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pembentukan 

undang-undang sebagai pengatur sekaligus pengandali kehidupan 

berbangsa dan bermasyarakat, keberadaannya bukan hanya 

kewajiban politik yang harus dijalankan melainkan juga menjadi 

kewajiban konstitusional. Kewajiban yang diberikan oleh konstitusi itu 

bisa dilihat pada Pasal 20 UUD 1945 yang secara eksplisit menegaskan 

bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang, dengan Presiden sebagai mitra dalam 

proses legislasi. 

Dalam proses penyusunan undang-undang, Konstitusi Indonesia 

menempatkan legislasi sebagai fungsi utama DPR. Pasal 20 UUD 1945 

menyebutkan, (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-

undang, (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan 

Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, dan (3) Jika 

rancangan undang-undang tidak disetujui bersama, maka RUU 

tersebut tidak dapat diajukan lagi pada persidangan DPR masa itu. Dari 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kita 

mendapat penjelasan bahwa sistem legislasi Indonesia tidak 

menganut model unicameral absolut (di mana parlemen berkuasa 

1

1

5

5

Page 20 of 39 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3400064587

Page 20 of 39 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3400064587



 

Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. 112 

penuh), melainkan co-legislator (di mana DPR dan Presiden bersama-

sama menjalankan fungsi legislasi). 

Mengacu pada teori check and balance yang disampaikan Baron 

Montesquieu, dalam sistem pemerintahan diperlukan sebuah 

keseimbangan kekuasaan, untuk menjaga agar kekuasaan tidak 

dijalankan dengan otoriter (Fodhi et al., 2024). Kekuasaan yang 

dijalankan secara otoritarian akan menimbulkan bibit koruptif. Lord 

Acton menjelaskan, the power tend corrupt, the power absolutely tend 

corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang 

absolut membawa kecenderungan korup yang absolut. Agar tidak 

muncul kesewenang-wenangan dalam pemerintahan, maka 

diperlukan sistem check and balance, dimana ada peran legislatif yang 

menyusun undang-undang, peran eksekutif yang menjalankan 

undang-undang, dan lembaga yudikatif yang bertugas memastikan 

bahwa eksekutif menjalankan tugas sesuai dengan peraturan 

perundangan.  

Penyusunan undang-undang yang diamanatkan kepada DPR, 

menyiratkan semangat berjalannya sistem pemerintah demokrasi. 

Lembaga DPR adalah representasi dari perwakailan rakyat yang dipilih 

melalui pemilihan umum (Riskiyono, 2022). Proses penyusunan 

undang-undang yang dilakukan oleh lembaga DPR, menyiratkan 

harapan terpenuhinya keterwakilan rakyat melalui perwakilan yang 

mereka pilih. Penyusunan perundangan oleh representasi perwakilan 

rakyat dalam lembaga DPR diharapkan dapat memenuhi harapan agar 

setiap putusan perundangan yang dibuat adalah aspirasi dari rakyat 

yang dijalankan oleh lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.  

Penyusunan perundangan melalui lembaga perwakilan rakyat di 

DPR, walaupun sudah merepresentasikan perwakilan rakyat, harus 

tetap membuka ruang dialog dengan rakyat. Keterbukaan komunikasi 

dengan rakyat dalam proses penyusunan perundang-undangan, selain 

untuk memenuhi kaidah dalam teori demokrasi deliberatif yang 
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disampaikan oleh Jürgen Habermas, juga perlu dilakukan untuk 

memastikan bahwa produk perundangan yang disusun masih sesuai 

dengan harapan dan kehendak rakyat (Ikhwanudin, 2024). Rakyat 

adalah pihak yang paling paham dengan kehendak mereka secara 

umum. Dalam semua tahapan pembuatan perundang-undangan, 

idealnya memberi ruang deliberasi, yaitu ruang diskusi terbuka, 

rasional dan argumentatif, bukan sekedar voting atau kompomi yang 

dilakukan oleh para elit pengambil kebijakan. Proses penyusunan 

undang-undang tanpa deliberasi berisiko kehilangan legitimasi sosial. 

Prinsip meaningful participation merupakan prasyarat kunci dalam 

proses pembuatan perundang-undangan di jaman modern. 

UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah memuat konstruksi 

yang kuat dalam proses penyusunan perundang-undangan. Diawali 

dengan pernyataan ketentuan tentang bentuk negara dalam Pasal 1 

ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara kesatuan yang berbentuk republik. Penegasan tentang bentuk 

pemerintahan republik artinya pemerintahan yang menempatkan 

kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Dan dalam rangka 

menjalankan sistem kedaulatan tertinggi di tangan rakyat itu, maka 

proses penyusunan perundang-undangan kekuasaannya diberikan 

kepada DPR sebagai lembaga representasi kedaulatan rakyat. 

Pemberian kewenangan penyusunan undang-undang kepada lembaga 

DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, menjelaskan bahwa 

konstitusi negara mengatur bahwa rakyat memiiliki kedaulatan untuk 

menyusun perarutan perundang-undangan yang menjadi pedoman 

sistem bernegara di Indonesia. 

Walaupun pengaturan tentang pembentukan undang-undang 

telah ditetapkan dengan jelas dalam konstitusi, praktik penyusunan 

perundang-undangan di Indonesia masih sering memiliki kekurangan 

yang menimbulkan kritik. Beberapa peraturan perundang-undangan 

yang terbentuk dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya 
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ketidaksingkronan antara perintah dalam teks konstitusi dengan 

praktik pelaksanaan penyusunan perundang-undangan. Fenomena 

adanya politik hukum dimana ada dorongan politik yang mewujudkan 

terjadinya proses legislasi yang cepat (fast-track legislation), 

partisipasi masyarakat yang sangat terbatas dalam proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan, sampai adanya Keputusan 

Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian undang-undang 

melalui proses yudisial review, semua proses itu memberikan 

penegasan perlunya kajian refleksi yang menyeluruh atas pelaksanaan 

legislasi. 

 

7.4. Pembentukan Peraturan Peundang-undangan. 

Konstitusi Negara Indonesia mengatur rangkaian normatif 

terkait dengan penyusunan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945 memberikan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah 

negara Hukum. Pasal ini menjelaskan bahwa semua kebijakan dan 

program dalam lingkup kehidupan pemerintah dan bermasyarakat 

harus berdasarkan hukum yang berkalu. Pasal 22A UUD 1945 

mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara 

pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 

Ketentuan dalam pasal 22A UUD 1945 diwujudkan dengan 

pembentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Undang-undang tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan ini menterjemahkan ketentuan-ketentuan 

pokok yang diatur dalam undang-undang dasar, menjadi sebuah 

undang-undang yang mengatur tentang bagaimana peraturan 

perundangan direncanakan, dipersiapkan, dibahas, disyahkan dan 

diundangkan dalam lembaran negara. 

Dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, diatur lima tahapan yang harus dilalui dalam 
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proses penyusunan perundang-undangan. Tahapan pertama dalam 

proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah tahapan 

perencanaan yang dilalui melalui program legislasi nasional. Program 

legislasi nasional yang sering disebut dengan Prolegnas merupakan 

rangkaian tahapan perencanaan program pembentukan undang-

undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 

Prolegnas disusun untuk membangun skala prioritas pembentukan 

peraturan perundang-undangan guna mewujudkan sistem hukum 

nasional. Prolegnas dibuat dalam jangka menengah dan jangka 

tahunan, yang penyusunannya didasarkan pada perintah UUD 1945, 

perintah Ketetapan MPR, perintah UU lainnya, berdasarkan 

perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah 

pembangunan nasional, berdasar rencana kerja pemerintah dan 

rencana strategis DPR serta aspirasi dan kebutuhan hukum 

masyarakart. 

Prolegnas jangka menengah yang disusun lima tahun sekali 

dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan 

dan penetapan prolegnas prioritas tahunan. Dalam keadaan luar biasa, 

keadaan konflik atau bencana alam, dan keadaan tertentu lainnya 

yang memastikan adanya urgensi nasional, DPR atau Presiden dapat 

mengajukan rancangan undang-undang diluar prolegnas yang telah 

ditetapkan. Selain dalam penyusunan undang-undang, prolegnas juga 

mengatur soal program perencanaan pembuatan peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang, yang ketentuan 

pengaturannya berlaku mutatis dan mutandis. Pengaturan yang 

berlaku mutatis mutandis secara harafiah dapat diartikan dengan 

mengubah yang perlu diubah atau bisa juga diartikan dengan 

perubahan yang diperlukan. Frasa ini menjelaskan bahwa, walauypun 

ada penyesuaian maupun perubahan perubahan tertentu dalam 

proses penyusunan peraturan perundangan, substansi atau prinsip 

dasar dari sesuatu yang ditentukan tetap utuh (Latuny et al., 2024).  
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Tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, 

dilakukan dengan mengacu pada prolegnas yang telah disusun. 

Tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan 

dengan penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan 

undang-undang. Penyusunan naskah akademik adalah prasyarat yang 

harus dipenuhi pengusul undang-undang, baik lembaga DPR, DPD 

maupun Presiden, kecuali untuk undang-undang tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-undang, dan pengajuan 

undang-undang tentang pencabutan undang-undang atau pencabutan 

peraturan pemerintah pengganti undang-undang.  

Penyusunan naskah akademik merupakan rangkaian ikhtiar 

penyusunan naskah yang berisi hasil penelitian atau pengakajian 

hukum dan hasil penelitian atau kajian lainnya terhadap suatu 

permasalahan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah mengenai pengaturan tersebut dalam sebuah rancangan 

undang-undang maupun perda sebagai solusi atas permasalahan dan 

kebutuhan hukum masyarakat (Sihombing et al., 2023). Penyusunan 

naskah akademik ditata sedemikian rupa dengan mengacu pada 

panduan yang ada dalam lampiran undang-undang tentang 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun skema 

penyusunan kajian akademik mengandung unsur pendahuluan, kajian 

teoretis dan praktik empiris, evaluasi dan analisa peraturan 

perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, 

jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi perundang-

undangan yang dibuat serta penutup. Penyusunan naskah akademik 

adalah sebuah penjabaran akademis berbasis pemikiran teoritis yang 

memberikan penjelasan mengapa sebuah peraturan perundang-

undangan harus dibuat.  

Penyusunan rancangan undang-undang seharusnya mengacu 

kepada naskah akademik yang tersedia, dengan mengacu kepada 
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program legislasi yang ada (Rudy et al., 2024). Pengusulan rancangan 

undang-undang dilakukan oleh pengusul, yaitu DPR, Presiden, atau 

bisa juga diusulkan oleh DPD bila berhubungan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran 

serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

sumber daya ekonomi lainnya dan berhubungan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Penyempurnaan usulan rancangan 

perundang-undangan dilakukan oleh masing-masing lembaga 

sebelum kemudian diajukan pimpinan lembaga untuk dibahas dalam 

penyusunan perundang-undangan yang dilakukan bersama-sama 

antara lembaga DPR dan Presiden. 

Tahapan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-

undang, dilakukan setelah tahap penyusunan oleh masing masing 

pengusul selesai dilakukan, dan diusulkan ke tahap pembahasan oleh 

masing-masing pimpinan lembaga pengusul. Pembahasan rancangn 

undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri 

yang ditugasi, kecuali pembahasan RUU yang berkaitan dengan usulan 

RUU oleh DPD, maka DPD ikut serta dalam pembahasan tersebut. 

Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan, yaitu 

tingkatan 1 untuk proses pembahasan dalam rapat komisi, rapat 

gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran atau 

rapat panitia khusus, sedangkan tahapan pembicaraan tahapan 2 

dilakukan dalam rapat paripurna. Rapat tingkat kedua di paripurna 

secara umum merupakan pengambilan keputusan dalam rapat 

paripurna.  

Proses pengesahan RUU menjadi undang-undang dilakukan 

setelah ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. 

Persetujuan tentang sebuah undang-undang untuk disyahkan 

dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh perwakilan 

fraksi dan utusan perwakilan presiden. Terhitung paling lama 7 hari 

setelah persetujuan bersama, RUU yang sudah disepakati dalam rapat 
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paripurna DPR harus sudah diserahkan presiden untuk ditandatangani. 

Presiden memiliki waktu 30 hari untuk membubuhkan tandatangan 

sebagai pengesahan sebuah undang-undang, dan bila dalam waktu 30 

hari presiden tidak ditandatangani presiden 30 hari setelah disetujui 

bersama maka undang-undang tesebut syah berlaku menjadi undang-

undang.  

Tahapan akhir dari penyusunan undang-undang adalah 

pengesahan. Proses pengesahan adalah penyampaian undang-undang 

yang sudah disyahkan untuk dimuat dalam lembaran negara dan 

tambahan lembaran negara, agar bisa diketahui oleh setiap orang. 

Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran 

negara meliputi Undang-Undang/Perpu, peraturan pemerintah, 

peraturan presiden dan peraturan perundang-undangan lain yang 

menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku harus 

diundangkan dalam lembaran negara. Tambahan lembaran negara 

memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat 

dalam lembaran negara. 

 

7.5. Problematika Legislasi dalam Praktik 

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tahapannya 

diatur dengan undang-undang, dalam prakteknya banyak 

problematika yang terjadi ketika proses penyusunan perundang-

undangan dilakukan sehingga tidak selalu bisa berjalan normatif 

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya 

inkonsistensi dalam proses penyusunan peraturan perundang-

undangan bisa berasal dari internal lembaga penyusun peraturan 

perundang-undangan atau bisa juga berasal dari lembaga eksternal.  

Menjadi dialektika publik yang mengemuka bahwa dalam 

proses penyusunan peraturan perundang-undangan seringkali terjadi 

tarik menarik antara hukum dan politik (Gusman, 2023). Hukum 
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harusnya menjadi panglima, karena konstitusi kita mengatur negara 

kita adalah negara hukum. Ketentuan hukum harus bisa menjadi 

pengendali dan pengatur kehidupan berbangsa bernegara dan 

bermasyarakat. Problem muncul dalam proses penyusunan 

perundangan-undangan, karena para pihak penyusun perundang-

undangan adalah orang yang memiliki kepentingan politik. Tarik 

menarik antara kepentingan hukum dan politik menjadi sebuah 

keniscayaam yang terjadi dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan. Adanya tarik menarik kepentingan politik 

seringkali menyebabkan produk legislasi lebih berorientasi politik 

dibandingkan dengan berorientasi pada penciptakan peraturan 

perundang-undangan yang baik. Adanya akomodasi kepentingan 

pihak yang menyusun peraturan perundanga-undangan, yang terdiri 

dari partai politik serta koalisi kekuasaan dan kepentingan, 

menyebabkan proses penyusunan peraturan perundang-undangan 

gagal dalam mewujudkan sebuah tatanan hukum yang ideal. 

Problematika penyusunan perundang-undangan juga terjadi 

saat menentukan skala prioritas. Proses penentuan prioritas dalam 

menyusun peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah ditata 

sedemikian rupa dalam program legislasi. Program legislasi menyusun 

rencana pembuatan peraturan perundang-undangan agar rangkaian 

penyusunan peraturan perundang-undangan bisa dibuat menjadi 

terencana, terpadu dan sistematis. Harapan ideal dalam proses 

penyusunan peraturan perundang-undangan ini bisa menjadi tidak 

sesuai dengan cita dan harapan (Anggita Yudanti et al., 2022). Banyak 

penyebab yang memungkinkan terjadinya penyusunan peraturan 

perundang-undangan tidak sesuai dengan program legislasi yang 

sudah ditetapkan. Dari faktor internal lembaga penyusun perundang-

undangan, proses pembuatan perundangan tidak sesuai dengan 

keputusan legislasi karena ada kehendak perubahan prioritas dari 

internal lembaga penyusun perundang-undangan. Dari faktor 
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eksternal lembaga penyusun perundang-undangan, perubahan 

penyusunan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan program 

legislasi karena ada faktor pendorong luar biasa seperti bencana alam, 

kerusuhan, maupun tekanan pihak luar yang membuat rangkaian 

prioritas dalam penyusunan produk perundang-udangan bisa 

berubah.  

Partisipasi publik adalah sebuah keniscayaan dalam proses 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Perarturan 

perundang-undangan dibentuk untuk mengatur sistem bernegara dan 

sistem bermasyarakat. Posisi masyarakat sebagai pihak yang akan 

terkena dampak langsung dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka sudah menjadi kelaziman jika masyarakat diberi 

akses yang luas dalam proses perundangan (Roza & Parlindungan S, 

2019). Akses yang luas kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat 

bisa menyampaikan masukan yang terbaik berkaitan dengan produk 

perundang-undangan yang sedang di bahas. Selain untuk memberikan 

masukan, masyarakat juga perlu diberi kesempatan untuk 

memberikan masukan yang terkait dengan materi undang-undang, 

karena dalam banyak hal, masyarakat lebih tahu apa yang sebenarnya 

terjadi dalam perkembangan termutakhir di masyarakat. Problematika 

umum yang juga sering terjadi dalam proses penyusunan peraturan 

perundang-undangan adalah rendahnya kualitas perumusan norma. 

Penyusunan peraturan perundang-undangan adalah sebuah proses 

penyusunan norma-norma, dengan ketentuan dan kaidah tertentu, 

sehingga dari rangkaian proses itu lahirnya sebuah peraturan 

perundang-undangan yang mampu memberikan pedoman hukum 

dalam sistem kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Kirana Utami 

et al., n.d.). Mengingat proses penyusunan peraturan perundangan 

adalah proses penyusunan norma yang akan mengatur kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat, maka memiliki pemahaman dan 

kemampuan untuk merumuskan adalah kebutuhan yang tidak bisa 

6
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dihindarkan bagi tokoh yang duduk dalam lembaga pembuatan 

peraturan perundang-undangan. Sayangnya tidak banyak tokoh yang 

duduk di lembaga pembuatan peraturan perundangan yang berkenan 

belajar berproses menyusun norma yang baik. Dampak dari 

terbatasnya kualitas penyusun norma dalam proses pembuatan 

perundang-undangan menyebabkan kualitas produk perundangan 

yang dihasilkan juga banyak keterbatasan. Penyusunan kualias 

penormaan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan 

bisa diukur dari seringnya multi tafsir dalam membaca teks 

perundangan yang dilahirkan sehingga membuat ruang sengketa di 

Mahkamah Konstitusi.  

Problematika penyusunan perundang-undangan yang tak kalah 

penting adalah evaluasi pasca legislasi. Sebuah peraturan perundang-

undangan disusun, seharusnya dipastikan bisa berjalan dan 

berdampak positif sesuai dengan tujuan pembentukan perundang-

undangan tersebut. Sayangnya proses evaluasi pasca proses 

penetapan perundang-undangan ini jarang sekali terjadi. Dampak dari 

tiadanya evaluasi tersebut, menimbulkan problematika pasca legislasi 

(Lubis, 2024). Apakah produk perundang-undangan yang disusun 

sudah bisa dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan perundang-

undangan, dan apakah produk perundang-undangan yang dibuat bisa 

berlaku efektif dalam konteks penegakan hukum? Semua pertanyaan 

itu tidak bisa terjawab tanpa sebuah proses evaluasi pasca 

pembentukan produk perundang-undangan. Perlu dipertimbangkan 

pola evaluasi yang dibenarkan dan diatur dalam proses pasca 

pembentuan perundang-undangan. Tanpa evaluasi yang diatur 

menjadi bagian dalam proses penyusunan perundang-undangan, akan 

menimbulkan persoalan serius ketika ada problem hukum di kemudian 

hari. Kesalahan yang terjadi ketika produk perundang-undangan sudah 

di syahkan dan dijalankan, akan mengharuskan dilakukan perubahan 

peraturan perundang-undangan. Proses perubahan peraturan 

1
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perundang-undangan adalah perjuangan panjang yang harus 

dijalankan karena ketidaksempurnaan dalam proses pembuatan 

peraturan perundang-undangan. 

 

7.6. Legislasi yang Ideal dalam Perspektif Konstitusi 

Untuk mewujudkan legislasi yang sesuai dengan semangat UUD 

1945 dan prinsip negara hukum demokratis, diperlukan model legislasi 

ideal dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh 

peraturan perundangan-undangan. Beberapa prinsip dasar yang 

sudah menjadi ketentuan dalam UUD 1945 dan UU, harus dijadikan 

panduan dasar dalam proses pembuatan peraturan perundang-

undangan. Panduan penyusunan produk perundang-undangan 

dengan berdasar pada norma-norma dasar yang sudah diatur oleh 

UUD 1945 dan aturan dalam peraturan perudangan yang lain. 

Prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam UUD 1945 harus 

dijadikan pedoman dalam proses penyusunan peraturan perundang-

undangan, karena Pancasila dan UUD 1945 adalah nilai-nilai utama 

dan aturan dasar yang harus dipedomani dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara (Kusuma Putra et al., 2025). Prinsip-prinsip dasar yang 

terkandung dalam UUD 1945 yang harus dipedomani dalam proses 

penyusunan peraturan perundangan diantaranya adalan demokratis, 

partisipatif, transparan, berbasis kajian akademik, evaluatif dan 

berbahasa hukum yang presisi. Prinsip-prinsip dasar yang mengacu 

pada UUD 1945 tersebut bisa digali dari ketentuan dalam termaktub 

dalam UUD 1945, mulai dari ketentuan dalam pembukaan hingga 

pasal-pasal dalam penjelasan.  

Norma dasar pertama yang harus dijadikan pedoman dalam 

proses penyusunan perundang-undangan adalah demokratis. Pada 

pasal 1 UUD 1945 diatur bahwa negara Indonesia adalah negara 

kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik 

memberi gambarab bahwa kedaulatan tertinggi dalam sistem 
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kehidupan berbangsa dan bernegara berada ditangan rakyat. 

Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat berarti rakyat yang memiliki 

kewenangan tertinggi dalam menentukan arah berbangsa dan 

bernegara. Dan penentuan arah berbangsa dan bernegara yang 

ditentukan oleh rakyat itu dijalankan dengan sistem demokratis. 

Semangat demokratis ini pulalah yang harus menjadi semangat dasar 

dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk 

kepentingan masyarakat, harus membuka partisipasi (Andriani, n.d.). 

Partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-

undangan, selain mengandung semangat kepedulian warga negara 

terdapap mekanisme aturan yang diberlakukan di negaranya, juga 

mengandung makna kesamaan kedudukan semua warga negara di 

depan hukum dan pemerintahan. Partisipasi publik dalam proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan mendorong warga untuk 

menyampaikan gagasan yang bersumber dari kehendak masyarakat 

secara umum. Partisipasi publik juga bisa menjadi ruang kontrol, agar 

peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundangan yang 

disusun berbasis norma yang berlaku di masyarakat. Partisipasi publik 

dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan adalah 

ruang untuk menjamin bahwa aturan yang dibuat menjamin hak dan 

kewajiban seluruh warga negara. 

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan juga 

mendorong diterapkannya prinsip transparansi. Penerapan prinsip 

transparansi merupakan sebuah ikhtiar bahwa dalam proses 

penyusunan peraturan perundang-undangan, semua warga negara 

memiliki akses untuk memantau perkembangan penyusunan 

peraturan perundang-undangan. Akses semua warga negara terhadap 

proses penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk 

menjamin bahwa semua pembahasan peraturan perundangan tidak 

ada yang merugikan masyarakat. Transparansi dalam proses 
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penyusunan peraturan perundang-undangan juga menjamin semua 

materi peraturan perundangan berdiri diatas semua golongan, buka 

karena pesanan sekelompok orang yang bisa merugikan kelompok 

masyarakat yang lain.  

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur sistem 

bernegara dan bermasyarakat. Untuk memenuhi harapan sebuah 

peraturan perundang-undangan bisa digunakan untuk mengatur 

sistem berbangsa dan bermasyarakat, maka penyusun peraturan 

perundang-undangan harus berproses diatas kajian akademik yang 

baik. Kajian akademik adalah proses telaah sebuah rancangan 

peraturan perundang-undangan yang menggunakan sistematika 

kajian berbasis keilmuan. Kajian akademik dalam proses penyusunan 

peraturan perundang-undangan dipergunakan untuk memastikan 

bahwa semua proses dan tahapan dalam penyusunan peranturan 

perundang-undangan dijalankan dengan pola, tahapan dan proses 

pembuatan yang benar. Sebuah peraturan perundang-undangan yang 

dilakukan berbasis kajian akademik yang benar akan menuntun pada 

hasil peraturan yang baik dan benar, yang bisa menjadi pedoman 

hidup bernegara dan bermasyarakat. 

Preses legislasi juga membutuhakan evaluasi. Tahapan evaluasi 

atas semua tahapan proses penyusunan perundang-undangan, 

termasuk evaluasi saat legislasi telah selesai dilakukan, akan 

melahirkan sebuah ukuran, apakah semua tahapan dalam proses 

penyusunan perundang-undangan sudah sesuai dengan kaidah norma 

yang harus dipenuhi. Evaluasi dalam proses dan pasca penyusunan 

peraturan perundang-undangan juga melihat apakah hasil 

penyusunan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan 

target yang diharapkan. Dan yang utama, proses evaluasi dalam proses 

legislasi akan memberikan kita gambaran apakah produk peraturan 

perundang-undangan yang kita susun bisa diterapkan sebagai sebuah 

peraturan perundang-undangan sebagaimana harapan ketika 
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peraturan trsebut di rancang di tahap awal. 

Masih berkaitan dengan proses pembuatan dan evaluasi 

pembuatan peraturan perundang-undangan, rangkaian proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan harus dipastikan 

menggunakan prisip pemakaian bahasa hukum yang presisi. 

Penggunaan Bahasa hukum yang presisi bertujuan untuk menciptakan 

pemahaman tunggal atas produk peraturan perundangan yang dibuat. 

Peraturan yang multi tafsir akan mudah melahirkan pemahaman yang 

berbeda. Peraturan perundangan yang multi tafsir akan mudah 

membuka perbedaan paham di masyarakat, bahkan membuka ruang 

untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi.  

Prinsip-prinsip dasar dalam proses legislasi dalam perspektif 

konstitusi memberikan panduan tentang pedoman yang harus 

dipatuhi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya dalam setiap langkah 

kebijakan hidup bernegara dan bermasyarakat harus berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku. Semua hukum yang dibuat di 

Indonesia harus bersumber dan berakar pada UUD 1945 sebagai 

sumber hukum nasional. Konsisten dengan prinsip hukum yang tertera 

dalam UUD 1945 adalah sebuah langkah membangun kepastian 

hukum dalam bingkai membangun kepastian hukum nasional kita.  

 

Penutup 

Proses legislasi di Indonesia masih menghadapi banyak problem 

struktural dan kultural. Berbagai problem mulai dari inkonsistensi 

Prolegnas, dominasi politik praktis, hingga lemahnya partisipasi publik, 

menjadi tantangan yang menyebabkan proses legislasi tidak maksimal. 

Melalui penguatan perencanaan legislasi berbasis kebutuhan 

masyarakat, peningkatan kualitas naskah akademik yang disusun, 

serta partisipasi publik yang bermakna, Indonesia dapat membangun 

sistem legislasi yang lebih baik. Legislasi yang demokratis, transparan, 
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dan akuntabel bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga 

memperkuat legitimasi demokrasi konstitusional. 

Legislasi normatif dalam konstitusi Indonesia telah 

menyediakan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai proses 

pembentukan undang-undang. Praktik legislasi yang masih 

menghadapi berbagai persoalan serius yang membuat produk hukum 

sering dipertanyakan legitimasi dan kualitasnya. Diperlukan 

pembenahan menuju legislasi ideal yang berlandaskan demokrasi, 

partisipasi publik, transparansi, dan evaluasi berkelanjutan. 
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